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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

1. Divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal 

asing yang bergerak di bidang hortikultura berdasarkan UU Hortikultura 

dan UU Penanaman Modal tersebut tidak memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Karena pada 

kenyataannyasebagian besar perusahaan asing dalam kegiatan usaha 

hortikultura masih belum melaksanakan divestasi saham yang 

sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Hortikultura dan 

Undang-Undang Penanaman Modal. Selain itu, para pengusaha 

holtikultura tidak lagi dapat mengharapkan insentif Pemerintah berupa 

penerapan grandfather clause, karena klausa tersebut terdapat pada 

Peraturan Presiden. Berdasarkan prinsip lex superior derogate legi 

inferior, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang 

lebih rendah, maka dari itu ketentuan Undang-Undang Hortikultura 

mengenyampingkan Peraturan Presiden.  

 

2. Penegakan hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing yang 

belum menjalankan divestasi saham sesuai UU Hortikultura dan 

Peraturan Presiden Nomor  44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha 

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di 

Bidang Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Penanaman 

Modal, mengalami berbagai hambatan, diantaranya adalah tidak adanya 

pihak dalam negeri yang dapat membeli saham asing tersebut. Bahkan 

Pemerintah pun tidak menyediakan anggaran khusus untuk membeli 

saham asing tersebut apabila tidak ada perusahaan-perusahaan dalam 
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negeri yang membeli saham asing. Hal ini membuat lemahnya 

penegakkan hukum terkait penerapan sanksi untuk perusahaan asing 

hortikultura yang belum melaksanakan divestasi saham, sedangkan 

sanksi diatur pada Pasal 34 UU Penanaman Modal terkait sanksi 

administratif. Selain itu, perjanjian antara PT. East West Seed Indonesia 

dengan pihak asing berupa nominee agreementharus dinyatakan batal 

demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif 

perjanjian berupa klausa yang halal. 

 

 

5.2. Saran  

 

1. Hambatan yang dialami oleh para penanam modal asing hortikultura 

berupa kesulitan dalam mengalihkan sebagian sahamnya ke penanam 

modal dalam negeri dapat diatasi dengan mengajukan permohonan 

perpanjangan jangka waktu kepada lembaga yang berwenang dalam 

penanaman modal di Indonesia sehingga penanam modal asing akan 

mendapatkan waktu yang cukup untuk mengalihkan sebagian sahamnya 

kepada perusahaan dalam negeri.  

 

2. Hortikultura yang merupakan kegiatan pengolahan tanaman berjenis 

sayur-sayuran, buah-buahan, dan bunga memiliki potensi pendapatan 

yang besar apabila dikelola dengan baik, Pemerintah seharusnya 

menstimulasi petani lokal agar mau dan mampu untuk mengembangkan 

potensi hortikultura. Sehingga diharapkan ada petani yang mampu untuk 

membeli dan mengembangkan saham asing yang harus di divestasikan. 

Selain itu, lemahnya penegakan hukum mengenai kegiatan divestasi 

saham hortikultura oleh penanam modal asing harus diselesaikan. Maka 

dibutuhkan peraturan pelaksanaan tentang mekanisme dan prosedur 

divestasi saham asing hortikultura. Peraturan pelaksanaan tersebut dapat 

membantu Pemerintah, pelaku usaha serta pihak lain yang terlibat dalam 
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kegiatan usaha hortikultura, khususnya mengenai pelaksanaan divestasi 

sahamnya. Para aparat penegak hukum pun harus dengan segara 

menerapkan sanksi terhadap perusahaan penanaman modal asing 

hortikultura yang belum menjalankan divestasi berupa sanksi 

administratif yang tercantum dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal. 
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